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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Arah Kebijakan adalah penjabaran strategi dan kerangka Kkerja untuk
menyelesaikan permasalahan yang dilaksanakan secara bertahap.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun.

Kinerja adalah capaian dampak, hasil, dan keluaran dari tujuan, sasaran,
program, kegiatan, dan sub kegiatan sehubungan dengan penggunaan sumber
daya pembangunan.

Kerangka Pendanaan adalah pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan
sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi
penggunaan sumber dana, dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai Visi dan Misi
Bupati dan Wakil Bupati serta target pembangunan nasional.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan,
berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari
pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematik untuk pemanfaatan sumber
daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan
kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menetapkan dokumen RPJM Daerah
sebagai dokumen perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi landasan dan
pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak
terkait lainnya dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang

berkesinambungan.
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(2) Ketentuan mengenai isi dan uraian dari sistematika RPJM Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM
Daerah.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk mewujudkan:

a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil RPJM
Daerah ;

b. sinkronisasi antara RPJM Daerah dengan RPJP Daerah, RTRW, dan
RPJM Nasional; dan

c. kesesuaian antara capaian RPJM Daerah dengan indikator kinerja yang
telah ditetapkan.

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian
terhadap:
a. kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah; dan
b. pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:

a. kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
c. hasil Rencana Pembangunan Daerah.

(5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan
Daerah.

(6) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1V
PERUBAHAN RPJM Daerah

Pasal 7
(1) Perubahan RPJM Daerah dapat dilakukan dalam hal:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan
tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang
dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan; dan/atau

c. terjadi perubahan yang mendasar.
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(2) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJM Daerah

kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik
sosial budaya, gangguan keamanan, pemeckaran daecrah, atau perubahan
kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 8

Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli
Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal !9 - 08- o0&
BUPATI TAPANULI UTARA,
DTO,-
JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

diundangkan di Tarutung
pada tanggal 19 - 0)- o Y
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-
DAVID PARULIAN SIPAHUTAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025 NOMOR ©f

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI
SUMATERA UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025-2029 (1-62/2025)
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